SKRIPSI

JANJI MENGASURANSIKAN OBYEK HAK
TANGGUNGAN PADA AKTA PEMBERIAN
HAK TANGGUNGAN (APHT) DAN AKIBAT
HUKUM JIKA TERJADI RISIKO DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK

THE PROMISE TO INSURE OF BURDEN RIGHT'S
OBJECT AT THE ACT OF BURDEN RIGHT GIFT
(APHT) AND THE.RESULT OF LAW IF HAPPEN
RISK IN AGREEMENT OF CREDIT BANK

SUKARMIASIH
NIM: 040710101166

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008



SKRIPSI

JANJI MENGASURANSIKAN OBYEK HAK
TANGGUNGAN PADA AKTA PEMBERIAN
HAK TANGGUNGAN (APHT) DAN AKIBAT
HUKUM JIKA TERJADI RISIKO DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK

THE PROMISE TO INSURE OF BURDEN RIGHT'S
OBJECT AT THE ACT OF BURDEN RIGHT GIFT
(APHT) AND THE.RESULT OF LAW IF HAPPEN
RISK IN AGREEMENT OF CREDIT BANK

SUKARMIASIH
NIM: 040710101166

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008



MOTTO

‘HUBUNGAN ANTARSESAMA MENJADI LEBIH BAIK KARENA
ADANYA SALING PERCAYA DAN PERASAAN SALING
MEMBUTUHKAN”"

A. Khoerussalim Ikhs, 2005, Aku Harus Jadi Pengag&liat Sukses Memulai Bisnis), hal:7.



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1.

Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Karni dandauBukarti, kini putrimu
telah mewujudkan harapan dan cita-cita kalian;

Alma Mater Universitas Jember yang kubanggakarnagabmedia menimba
ilmu pengetahuan;

Semua guru-guru yang telah mendidik dan memberikalmru mulai dari
TK, SD, SLTP, SMU hingga lulus Perguruan Tinggi



JANJI MENGASURANSIKAN OBYEK HAK
TANGGUNGAN PADA AKTA PEMBERIAN
HAK TANGGUNGAN (APHT) DAN AKIBAT
HUKUM JIKA TERJADI RISIKO DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dalam ProgramStudi [Imu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

SUKARMIASIH
NIM: 040710101166

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

JEMBER

6 PEBRUARI 2008



SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 2 PEBRUARI 2008

Oleh

Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Vi



PENGESAHAN

JANJI MENGASURANSIKAN OBYEK HAK TANGGUNGAN PADA
AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) DAN AKIBAT
HUKUM JIKA TERJADI RISIKO DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK

Oleh :

SUKARMIASIH
NIM. 040710101166

Pembimbing Pembantu Pembimbing
KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U NANANG SUPARTO, S.H.
NIP.130 808 985 NIP. 131 415 666
Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP.130 808 985

vii



Dipertahankan di hadapan Panitia Penguiji pada:

hari : Rabu
tanggal 16

bulan : Pebruari
tahun : 2008

Diterima oleh panitia Penguiji fakultas Hukum Unsitas Jember

Panitia Penguiji

Ketua Skretaris
HIDAJATI, S.H. IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 130 781 336 NIP. 132 164 568

Anggota Penguiji

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP.130 808 985

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

viii



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Sikarmiasih
NIM :040710101166
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya talighil yang berjudul:
“JANJI MENGASURANSIKAN OBYEK HAK TANGGUNGAN PADA AKTA
PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) DAN AKIBAT HUKUM JIKA
TERJADI RISIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK” adalatbenar-benar
hasil karya sendiri kecuali jika disebutkan sumiardan belum pernah diajukan
pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakaya bertanggung jawab atas
keabsahan dan kebenaran isinya sesuai denganilsikalp yang harus dijunjung
tinggi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenatayga adanya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bErseendapat sanksi

akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataatidak benar.

Jember, 6 Pebruari 2008

Yang menyatakan,

Sukarmiasih
NIM. 040710101166



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWyang telah
melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehinggaulis dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan juduDANJI MENGASURANSIKAN
OBYEK HAK TANGGUNGAN PADA AKTA PEMBERIAN HAK
TANGGUNGAN (APHT) DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI RIS IKO
DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK”.

Tak lupa penulis ucapkan terima kasih dan penghargang setinggi-
tingginya kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dosenbiabing sekaligus
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas semtumjuk, arahan, serta
nasehat dan bimbingannya dalam penulisan skripsi in

2. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Pembantu Pemigméias segala
nasehat, arahan dan petunjuk serta bimbinganngandanulisan skripsi ini;

3. lbu Hidajati, S.H., selaku Ketua Penguji skripsasatsemua petunjuk dan
masukan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini;

4. Ibu lkarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Skagis Penguji skripsi atas
masukan dan petunjuk yang diberikan dalam penuskepsi ini;

5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua JumuBardata yang telah
memberi arahan dalam penulisan skripsi ini;

6. Bapak Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N. selaDosen Wali atas
bimbingannya selama studi di Fakultas Hukum UnitessHukum;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jembas aemua ilmu dan
bimbingan yang telah engkau berikan;

8. Bapak Is Hariyanto Imam Salwawi, S.H. atas semugbisigan dan bantuan
selama penyelesaian skripsi ini;

9. Kedua orang tua terkasih, Ayahanda Karni dan Ibuhderti yang selama ini
tak henti-hentinya mendukung dengan segala cinta da’'a untuk
keberhasilan putrinya, jasa kalian takkan pernah t@rgantikan;

10. Adik tercinta, Dwi Kurniawan yang telah menjadirgpidan motivasi;



11.Keluarga besar Pakde Gito, Bude Tiwi, Mas Wina8dd, dan Mas Wawan
atas semua dukungan dengan segala materi, do’binidamgan selama studi
di Fakultas Hukum Universitas Jember;

12.Seluruh keluarga besarku yang selama ini telah olemdy dalam
menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitambler;

13. Sahabat-sahabatku terkasih “P-ta, Shinta, Auliafinta kasih atas semua
dukungan dan pengertiannya selama ini dan buad™Ris, Ayu n Lia terima
kasih semua bantuannya selama ini, kompak selalu ya

14.Seluruh saudaraku di Himpunan Mahasiswa Islam (HW&djah, Tomy, Yudi,
Naja, Nabawi, Finda, Ola, Mas Jun, serta yang lanyang tak bisa
disebutkan satu persatu, semangat dan kompak ,sé&kian adalah yang
terbaik;

15.Semua pihak yang telah membantu penulis baik séemagaung maupun tidak
langsung dalam menyelesaikan penulisan skripsrang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu.

Kritik dan saran dari pembaca sangat penulis hamaiebagai masukan
guna memperbaiki dan menyempurnakan skripsi iniddfamudahan skripsi ini

memberikan manfaat bagi pembaca khususnya dan mkayaluas pada
umumnya..

Jember, 28 Januari 2008 Penulis

Xi



RINGKASAN

Mengingat kegiatan pemberian kredit oleh bank medgag risiko macet,
maka bank dalam penyaluran kredit selalu memintarigajaminan pada debitor.
Dalam perkembangannya bentuk jaminan yang olehdgmbperbankan dianggap
paling efektif dan aman adalah tanah dengan jama&tanggungan. Walaupun
demikian, bukan berarti jaminan hak tanggunganktideemiliki risiko sama
sekali. Nilai obyek hak tanggungan dapat menyutsut mmenurun jika mengalami
suatu kerusakan atau musnah yang ditimbulkan olesibah atau malapetaka
seperti kebakaran atau gempa bumi. Oleh karen®ahk dapat mengalinkan
risiko tersebut dengan meminta barang jaminan (olhak tanggungan) untuk
diasuransikan. Dalam proses pembebanan hak tanggungnji untuk
mengasuransikan obyek hak tanggungan tersebut tdinkan dalam Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang kemudian tidafn pada Kantor
Pertanahan.

Permasalahan yang hendak dibahas meliputi bagainpataksanaan
perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungagain@ana kekuatan hukum
janji mengasuransikan obyek hak tanggungan dalana Akemberian Hak
Tanggungan (APHT), serta akibat hukum jika terjadiko pada obyek hak
tanggungan dan terjadi kredit macet. Tujuan dariupsan skripsi ini adalah
untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan ydafj tirumuskan, yakni
untuk mengkaji dan menganalisa tentang perjanji&dik dengan jaminan hak
tanggungan, untuk menganalisa kekuatan hukum fagjigasuransikan obyek
hak tanggungan pada Akta Pemberian Hak TanggungBHRT), serta untuk
menganalisa akibat hukum jika terjadi risiko padgyek hak tanggungan dan
terjadi kredit macet. Agar penulisan skripsi inimpnyai nilai ilmiah, maka
dalam penyusunanya harus menggunakan metode pEn€liipe penelitian yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yarigiormatif, sedangkan
pendekatan masalah yang digunakan adalah dengaselagan Perundang-
undangar{statute approach).

Perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungalalmebeberapa tahap

yaitu, tahap permohonan kredit, analisa kreditukegan kredit, perjanjian kredit,
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serta pengikatan jaminan yang disebut dengan peanbebhak tanggungan.
Perjanjian kredit bank dituangkan dalam benstkndard contract.Dengan
ditandatanganinya APHT oleh kedua belah pihak, njak@ mengasuransikan
obyek hak tanggungan telah mengikat dan memilikiadememaksa bagi para
pihak yang membuatnya. Setelah APHT didaftarkaik&etor Pertanahan, janji
mengasuransikan obyek hak tanggungan memiliki Kekuamengikat pihak
ketiga. Kemudian akibat hukum jika terjadi risikandterjadi kredit macet adalah
pihak bank selaku pemegang hak tanggungan dapajaj&an klaim asuransi
pada bank serta berhak memperoleh seluruh atawiaabdari uang ganti
kerugian asuransi tersebut. Uang ganti kerugiaraasutersebut digunakan untuk
melunasi utang debitor yang macet.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah mengingsdrd hukum perbankan
kita belum ada pengaturan secara jelas dan khusmgeanai perjanjian baku,
dalam pembuatan perjanjian kredit oleh bank hengiknengacu pada Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Koesur®i dalam Undang-
Undang tersebut telah memberi batasan pada piHakypesaha dalam membuat
perjanjiaan baku, sehingga kedudukan debitor dagidihdungi. Dalam
menyalurkan kreditnya, hendaknya bank selalu memiatgar jaminan
diasuransikan. Karena dengan ditutupnya asuraamda gaminan, maka jika
terjadi risiko bank akan menerima uang penggaménagian dari pihak asuransi.
Selain itu bank hendaknya selalu melakukan anaistsra teliti dan mendalam

pada setiap permohonan kredit agar terhindar wgcorkredit macet.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Lembaga keuangan perbankan memiliki peran yandegisadalam era
pembangunan ekonomi. Bank memiliki fungsi yang aliitan sebagai agen
pembangunan agent of development yang bertujuan untuk mendukung
pelaksanaan pembangunan nasional seperti yangudkiggbpada Pasal 4 Undang-
Undang No.7 Tahun 1992 yang telah diubah denganatmptdndang No.10
Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu bahwa “Perlpamkadonesia bertujuan
menunjang pembangunan nasional dalam rangka mextkagk pemerataan,
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kb pemingkatan kesejahteraan
rakyat banyak”.

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajoman Rengetahuan
dan Teknologi (IPTEK) memberikan pengaruh terhagagumbuhan ekonomi
khususnya dalam kegiatan usaha perbankan. Bankitemsking untuk menarik
nasabah sebanyak-banyaknya dengan meluncurkangberpeoduk dan jasa
perbankan yang memanfaatkan kecanggihan teknoMgmun harus diakui,
kegiatan pemberian kredit pada nasabah telah menimmmtungan dan
pendapatan yang lebih besar jika dibandingkan dekgantungan yang diperoleh
dari produk dan jasa lain yang ditawarkan. Olehekanya, usaha pemberian
kredit tersebut pasti dilakukan secara terus menelan berkesinambungan.

Sumber dana perbankan yang disalurkan pada maayatalam bentuk
kredit bukan dana dari bank sendiri, akan tetagajunerupakan dana dari
masyarakat yang disimpan pada bank diantaranyamddantuk tabungan,
deposito, giro, dan sertipikat deposito. Oleh karign kredit yang diberikan oleh
bank mengandung resikoisk asset)yang tinggi yaitu tidak kembalinya kredit
tersebut tepat pada waktunya yang dinamaiam performing loanBank dalam
penyaluran kredit harus berdasarkan prinsip kefattan (prudential banking)
dengan analisis yang mendalam pada setiap permotwoedit yang diterimanya
agar kredit yang dikelola tersebut selalu dalamitasaperforming loan.Pasal 2
Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang telah diubalyaterndang-Undang



2

No0.10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan b&®eslaankan Indonesia
dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi omkondengan
menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Untuk mengurangi risiko kerugian dalam pemberiaadkr maka bank
harus yakin atas kemampuan dan kesanggupan dahiide melunasi hutangnya
sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktor adanyakuesn ini sangat penting dan
benar-benar harus diperhatikan oleh bank. Seswsail BaJndang-Undang No.10
Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang No.7 Tat@@P tentang
Perbankan menyatakan bahwa dalam pemberian kradii @embiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib memaukeyakinan atas itikad
dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debiikrraelunasi utangnya atau
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang jaijigan. Dalam
memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikeeditk bank harus
melakukan penilaian yang seksama terhadap watakakg@uan, agunan, modal,
dan prospek usaha debitor atau yang dikenal denganmen analisthe five C's
of credit analysissehingga dapat meminimalisir kerugian yang disedalideh
adanya kredit macet.

Disamping melakukan analisis yang mendalam atdeaditibaik dan
kemampuan debitor, maka sebagai bentuk pengamaaskraditnya, bank pada
umumnya meminta jaminan (agunan) pada debitor.nEmyang diberikan oleh
debitor kepada kreditor diikat secara khusus, sgjairkreditor yang bersangkutan
mempunyai kedudukan yang diistimewakan dari padeditar lain dalam
pelunasan utangnya sebagaimana yang diatur dalaal P433 jo Pasal 1134
KUHPerdata. Jaminan kredit bertujuan untuk mengirkah kerugian jika
debitor tidak membayar atau melunasi hutang-hutgadkredit macet). Apabila
debitor karena suatu sebab tidak bisa melunasnboya, maka barang jaminan
dapat dijual (melalui pelelangan umum) dan menutigmg dari hasil penjualan
tersebut. Jadi fungsi jaminan adalah memberikan dek kekuasaan kepada
kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari hasiljupéan barang-barang
jaminan tersebut bila debitor tidak melunasi hutglagpada waktu yang telah
ditentukan (Sutarno, 2005:142).
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Dalam hukum positif Indonesia sendiri mengenal beglee macam jaminan
dan salah satu diantaranya adalah hak tanggunigak.tanggungan merupakan
jaminan kebendaan atas tanah yang secara yuratisr dlalam Undang-Undang
No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas TarederB Benda-Benda
yang Berkaitan dengan Tanah yang kemudian disindgagan UUHT. Dalam
UUHT tersebut dapat diketahui bahwa hak tanggumgamberikan kedudukan
yang diutamakan bagi pemegangnfgroit de preference)selalu mengikuti
bendanya(droit de suite) dan mempunyai sifat tidak dapat dibagi kecui ji
diperjanjikan lain oleh para pihak dalam Akta Per@ye Hak Tanggungan.
Menurut Retnowulan Sutantio, jaminan yang dianggaling efektif dan aman
oleh lembaga perbankan adalah tanah dengan janfiakntanggungan. Hak
tanggungan memiliki kemudahan dalam mengidentifilds/eknya, jelas dan
pasti eksekusinya, disamping itu hutang yang dijaggngan hak tanggungan
harus dibayar lebih dahulu dari tagihan lainnyatiPéangan lainnya, sertipikat
hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yaagna dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukuap &trta harga tanah yang
menjadi obyek hak tanggungan nilainya cenderungimg&at (M. Khoidin,
2005:11).

Jaminan yang diberikan debitor harus dibuat pegarmntara kreditor dan
pemilik jaminan yang disebut pengikatan jaminanm@a& pengikatan jaminan
termasuk hak tanggungan, merupakan perjanjian taamgfaccessoiryang tidak
dapat dipisahkan dari perjanjian pokoknya vyaitujgmgian kredit, sehingga
perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu bakemudian perjanjian
pengikatan jaminan. Dalam perjanjian kredit barwpa janji memberikan hak
tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang terteetlangkan pemberian hak
tanggungan akan dilakukan dengan pembuatan aksenthri yang disebut
dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yarfguadi oleh dan
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PemmbPHT merupakan
bagian dari proses pembebanan hak tanggungan yau akhirnya ditujukan
untuk memperoleh sertipikat hak tanggungan daritéta®ertanahan sebagai
tanda bukti adanya hak tanggungan dan mendapatsti@@pahukum. APHT

sendiri merupakan bentuk standart (blangko resamjydikeluarkan oleh Badan
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Pertanahan Nasional. Dalam APHT, memuat janji-jahgk tanggungan
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 ayddU®)T. “Janji-janji hak
tanggungan merupakan janji-janji (syarat-syaratigydiperjanjikan oleh kreditor
dalam APHT dari pemberi hak tanggungan, janji-jamgina merupakan klausula-
klausula yang dimasukkan dalam dan untuk menjagiabadari pemberian hak
tanggungan” (J. Satrio, 1998:1). Walupun janjiHasgperti yang disebutkan
dalam Pasal 11 ayat (2) UUHT sudah dicetak daleengio formulir APHT,
bukan berarti harus diperjanjikan dalam APHT. Asepakat para pihak janiji
tersebut dapat dihapus. Hal ini sesuai dengan lpsa Pasal 11 UUHT yang
menyatakan bahwa janji-janji dalam ayat tersebusifae fakultatif dan pihak-
pihak bebas menentukan untuk menyebutkan atau tidak

Pada hakikatnya janji-janji yang tercantum dalamHARmerupakan suatu
bentuk perlindungan hukum bagi kreditor atas kreditg diberikan pada debitor.
Salah satu klausula janji yang dimasukkan dalanalPA\PHT adalah tentang
janji mengasuransikan obyek hak tanggungan. Dadaujntersebut pihak pertama
dalam hal ini adalah debitor akan mengasuransikayelo hak tanggungan
terhadap bahaya-bahaya kebakaran dan malapetakgalay dianggap perlu oleh
pihak kedua (bank).

Walaupun dikatakan bahwa jaminan hak tanggungamupakan jaminan
yang paling efektif dan aman, bukan berarti tidangandung risiko sama sekali.
Jika obyek hak tanggungan mengalami kerusakan battkesnah karena suatu
musibah atau malapetaka seperti kebakaran atau agdmami yang menurut
hukum disebut dengasvermach maka nilainya dapat menyusut. Oleh karena itu
bank dapat mengalihkan risiko tersebut untuk mematisir timbulnya kerugian
dengan meminta barang jaminan untuk diasuransiRarjanjian asuransi pada
prinsipnya bertujuan untuk mengalihkan risiko yaipk dapat diperkirakan
sebelumnya. Apalagi mengingat fenomena bencana ydam menimpa bangsa
kita beberapa tahun terakhir seperti gempa bumahtdongsor, banijir, bahkan
musibah kebakaran di mana-mana, maka menjadi alemag kuat bagi bank
untuk meminta agar barang jaminan diasuransikatukmemperoleh kekuatan
hukum, maka bank harus memperjanjikan janji asurtarsebut dalam APHT

yang kemudian didaftarkan pada Kantor Pertanalzamji. engasuransikan obyek
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hak tanggungan dalam APHT tersebut merupakan wupala perlindungan
kreditor pemegang hak tanggungan untuk menjaga maidgr hak tanggungan
sedapat mungkin tetap tinggi dan merupakan upayakumemperkecil risiko
kerugian jika terjadi kredit macet (J. Satrio, 1998).

Berdasarkan dari uraian latar belakang ds,ataaka penulis ingin
membahas dan mengkajinya dalam suatu karya ilmeabebtuk skripsi dengan
judul: JANJI MENGASURANSIKAN OBYEK HAK TANGGUNGAN
PADA AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) DAN AKIBA T
HUKUM JIKA TERJADI RISIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT
BANK.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar bedpkdiatas, maka
permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah
1. Bagaimana perjanjian kredit dengan jaminan hakgangan?
2. Bagaimana kekuatan hukum janji mengansuransikaelkobgk tanggungan
pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)?
3. Bagaimana akibat hukum jika terjadi risiko padaeibhak tanggungan dan

terjadi kredit macet?

1.3Tujuan Penelitian
Agar dalam suatu karya ilmiah dapat diperoleh sesafang dikendaki,
maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan. Adapjuan penelitian disini dapat
dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujknsus.
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini @utal
1. Untuk memenuhi persyaratan pokok yang bersifat exkésl guna mencapai
gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Usitzs Jember.
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu hukum yaad$) @iperoleh dalam
perkuliahan, dengan praktek yang terjadi dalamdugdan bermasyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yamg berguagi lkalangan

umum, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas dekttususnya.



1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah:
1. Untuk mengkaji dan menganalisa tentang perjanjigadik dengan jaminan
hak tanggungan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa kekuatan hukum jemgngasuransikan
obyek hak tanggungan dalam Akta Pemberian Hak Targan (APHT).
3. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum jikgte risiko pada obyek

hak tanggungan dan terjadi kredit macet.

1.4Metode Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah seperti halnya ski@gsir mempunyai nilai
ilmiah, maka dalam penyusunanya harus menggunale&ade penelitian yang
mempunyai unsur kebenaran yang nantinya dapattdipgiungjawabkan secara
ilmiah. Metode merupakan suatu aspek yang pentitm penulisan suatu karya
ilmiah untuk menjawab permasalahan yang ada. Metpaeg digunakan
penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian.

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam peanlskripsi ini adalah
yuridis normatif yaitu mengkaji permasalahan yang diangkat dengarerapkan
kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum poshNlaksudnya adalah
penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan permgdandangan yang berlaku
serta literatur yang berisi konsep teoritis yangnudian dikorelasikan dengan
permasalahan yang dibahas (Peter Mahmud MarzuBg:20).

1.4.2 Pendekatan Masalah.
Dalam mengkaji suatu permasalahan tentunya menggonaendekatan

khusus agar masalah tersebut dapat terselesaikaai skengan yang diharapkan.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam pendditigosi ini adalah dengan
pendekatan Perundang-undangéstatute approach)yaitu suatu pendekatan
masalah dengan menelaah semua undang-undang ddasregng bersangkut
paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Retemud Marzuki, 2005:94).

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 a2@04 tentang

Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undapgeaturan perundang-

undangan adalah peraturan yang tertulis dibentek dédmbaga Negara atau
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pejabat yang berwenang dan mengikat secara umumi.pBagertian tersebut,
secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimadtsiigte berupa legislasi dan
regulasi. Maka pendekatan peraturan perundang-gadamadalah pendekatan
dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Petbnmid Marzuki, 2005:96-97)

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penuskepsi ini,
meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum skunder
a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yangfaeitoritatif
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum pritesdiri dari perundng-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dadlambuatan pembuatan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Rd&mmud Marzuki,
2005:141).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penuligaipss ini antara
lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdatdhdang-Undang
no.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangdAdnti@.7 Tahun 1992
tentang Perbankan, Undang-Undang No.4 Tahun 1996ng Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan defgiaah, Undang-Undang
No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Kgeh Undang-Undang
Hukum Dagang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder yaitu sumber bahan hukum yaag kaitannya
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu maigiardan memahami
bahan hukum primer. Bahan hukum skunder melipukubauku teks, kamus-
kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-kotae atas putusan
pengadilan. Dalam hal ini diantaranya buku literdtukum tentang perbankan,
buku literatur tentang perkreditan, tulisan tentpegyelesaian kredit bermasalah,
asuransi dan sebagainya.
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalamlipan skripsi ini
dimulai dengan pengumpulan bahan-bahan hukum darhukum yang relevan

dengan permasalahan dan dilanjutkan dengan melalakaisa terhadap bahan
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penelitian untuk membahas permasalahan. Kemudtankdkesimpulan dengan
menggunakan metode deduktif dengan cara pengamiiesimpulan dari

pembahasan yang bersifat umum menuju hal-hal yarsifét khusus.



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian dalam hukum perdata Indonesradad dari istilah bahasa
Belanda sebagai sumber aslinya. Dalam hukum peBkltanda sendiri, istilah
perjanjian dikenal dengan dua istilah yavierbintenis danovereenkomstDari
kamus bahasa Belanda istilatrbintenisberasal dari katdindenartinya ikat
atau mengikat sedangkan kata perjanjian dalam bdhdsnesia berasal dari kata
dasar janji yang dalam bahasa belanda diariikemeenkomsiSedangkan istilah
overeenkomgtiga diterjemahkan persetujuan (Sutarno, 2003:72)

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian diatuardaBuku Ketiga
KUHPerdata tentang “Perikatan”. Perjanjian yang a&amrtinya dengan
persetujuan diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdataeka perjanjian merupakan
salah satu sumber dari perikatan di samping kddentang-undang. Hal ini dapat
dilihat dari bunyi Pasal 1233 KUHPerdata yang ményiean bahwa: “perikatan
lahir karena persetujuan atau karena Undang-UndaNtgnurut Abdulkadir
Muhammad (1990:9), yang dimaksud dengan perikadafah “hubungan hukum
yang terjadi antara debitor dan kreditor yang tekedalam bidang harta
kekayaan”. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalaatusperikatan adalah
sebagai berikut:

1. Adanya hubungan hukum;

2. Dua pihak dalam perikatan, setidaknya ada dua mivakna yang satu
berhak menuntut pada yang lain dan pihak yang tberkewajiban
memenuhi prestasi;

3. Terletak dalam bidang harta kekayaan;

4. Adanya prestasi yaitu sesuatu yang harus diperlghiraasing-masing
pihak dalam perikatan.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata dirumuskan bahwars&®guan adalah
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mékayikdirinya terhadap satu
orang atau lebih “. Definisi persetujuan dari Pak&l3 KUHPerdata tersebut

hanya menyangkut mengenai perjanjian sepihak dansatu orang mengikatkan
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dirinya pada orang lain sedangkan orang lain tetsélak harus mengikatkan
kepada pihak pertama. Dalam hal ini, Subekti mé&mpandangan tersendiri
mengenai definisi perjanjian. Menurut Subekti (dalddasanuddin Rahman,
1998:135), suatu perjanjian adalah suatu perigdiweana seorang berjanji kepada
seorang lain atau dimana dua orang itu saling ijegatuk melaksanakan sesuatu
hal. Dari peristiwa tersebut, timbullah suatu hugam hukum antara dua orang
tersebut yang dinamakan perikatan.

Pada umumnya perjanjian dapat dibuat secara belakstérikat pada suatu
bentuk tertentu. Perjanjian dapat dibuat baik setaan maupun secara tertulis.
Namun demikian, perjanjian yang dibuat secara lisamgat riskan untuk
dilakukan karena tidak memiliki kekuatan pembukti@ieh karenanya untuk
kepentingan pengamanan, perjanjian lebih serirgkaian secara tertulis baik
dalam bentuk akta di bawah tangan maupun aktailkt&uatu akta yang dibuat
secara tertulis biasanya untuk kepentingan peminukf\bdulkadir Muhammad,
1990:79).

Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syatatya perjanjian.
Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipesnpat syarat;
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu pokok persoalan tertentu;

4. Suatu sebab yang tidak terlarang”.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subysé&tihngkan syarat ketiga
dan keempat merupkan syarat obyektif. Jika sydngeldif tidak terpenuhi dalam

perjanjian, maka perjanjian tersebut batal demiunukAkan tetapi jika syarat

subyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjianakidbatal demi hukum,

melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk m@msupaya perjanjian
tersebut dibatalkan (Hasanuddin Rahman, 1998:136).

2.2 Perjanjian Kredit Bank

Penyaluran kredit oleh bank kepada nasabahnyaarpaitama dimulai
dengan permohonan kredit oleh nasabah yang bens@mmgkKemudian bank
melakukan analisa untuk menentukan apakah kredgeliat layak untuk

diberikan. Apabila bank menganggap nasabah terskztpatt dipercaya menerima
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kredit, maka untuk terlaksananya pelepasan kreslisebut terlebih dahulu

haruslah dilakukan suatu kesepakatan yang tertialagn perjanjian kredit.

Dalam Undang-Undang Perbankan yang telah diubakk tisencantumkan
secara tegas mengenai pengertian perjanjian kiddrmun demikian, kita dapat
mengetahui bahwa pemberian kredit itu berdasarkasefujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam uang antara bank dengan nasabadhinHdapat dilihat dari
pengertian kredit yang terdapat dalam Undang-UndRerankan. Pasal 1 angka

11 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang PerubatemUndang-Undang

No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan balkvadit adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersantitgan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam abtark dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utgagsetelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga”. Menurut SutanyR&ahdeini pencantuman

(dalam Hasanuddin Rahman, 1998:139) kata-kata tp@rae atau kesepakatan

pinjam meminjam di dalam pengertian istilah krg@ihg terdapat dalam Undang-

Undang Perbankan, dapat memiliki beberapa maksitut ya

1. Bahwa pembentuk Undang-Undang bermaksud untuk raskag bahwa
hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktuararbank dan nasabah
debitor yang berbentuk pinjam meminjam.

2. Bahwa pembentuk Undang-Undang bermaksud untuk naeagkan
hubungan kredit bank dibuat secara tertulis. Teruketentuan Undang-
Undang tersebut didikaitkan dengan instruksi Presid Kabinet No.
15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo Suratakath Bank Negara
Indonesia Unit | No. 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 20 dber 1966 dan
Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN$Y tanggal 6 Pebruari
1967, yang menentukan bahwa dalam memberikan kedam bentuk
apapun bank-bank wajib menggunakan atau membudtpkgnjian kredit.

Beberapa sarjana hukum berpendapat bahwa perjatkjiadit pada
dasarnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam setvega yang diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal KK Perdata sendiri

disebutkan bahwa: “pinjam meminjam ialah persetujd@ngan mana pihak yang

satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlateniart barang-barang yang
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habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa piaag§ terakhir ini akan
mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan yarg sama pula”.

R. Subekti berpendapat: “Dalam bentuk apapun jwegaberian kredit itu
diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yarjgdt adalah suatu
perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dakitab Undang-

Undang Hukum Perdata pasal 1754 sampai denganJo&eeail.

Pendapat yang sama dikemukakan Marhainis Abdul KEY75:67):

“Perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjipmjam-meminjam
dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku Il Kitab Usmtg-Undang Hukum
Perdata” (Rachmadi Usman, 2003:261).

Pendapat di atas senada dengan apa yang dikemukdddanMariam Darus
Badrulzaman. Dari rumusan yang terdapat dalam Uptllmdang Perbankan
mengenai perjanjian kredit Mariam Darus Badrulzamaenyimpulkan bahwa
dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjammingam di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754. Berdasgs&ganjian pinjam-—
meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pé&mjang dipinjam dan
kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang s&smada pihak yang
meminjamkan. Karenanya, perjanjian kredit ini mekgn perjanjian yang
bersifat riil (Mariam Darus Badrulzaman, 1994:110).

Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangatipgrdalam pemberian
kredit, sehingga perlu mendapat perhatian khusiksdbeh bank sendiri maupun
dari pihak nasabah debitor. Menurut Ch. Gatot Wgwdgdalam Muhamad
Djumhana, 1996:241-242) perjanjian kredit mempuryaberapa fungsi, yaitu
diantaranya:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokartinya perjanjian
kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, tedak batalnya
perjanjian lain yang mengikutinya;

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti nesvag batasan-batasan
hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitor;

3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat monitokregit.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yangas penting dalam
pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang riitgangani oleh bank dan
debitor maka tidak ada pemberian kredit. Oleh karién perjanjian kredit harus
dilaksanakan berdasarkan prosedur yang berlakinddimia perbankan. Sebelum

perjanjian kredit disepakati maka bank harus medaku analisis untuk
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mengetahui apakah kredit layak diberikan pada delyiang bertujuan untuk
mengantisipasi timbulnya kerugian yang disebabKah &redit macet. Adapun
yang dimaksud dengan “kredit macet adalah kreditgymengalami kesulitan
pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsserkgajaan atau karena kondisi
diluar kemampuan debitor” (Siamat, 2003:303). Skbueedit dikategorikan
dalam kredit macet apabila:

1. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, deagukan;

2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka twaR1 (dua puluh
satu) bulan sejak digolongkan diragukan belum adanasan atau usaha
penyelamatan kredit;

3. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkapada@ Pengadilan
Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara.

Menurut Rachmadi Usman, (2003:259) timbulnya kr&dkdit bermasalah dalam
dunia perbankan dewasa ini, selain indikasi debtidak mau membayar

utangnya, juga terlihat dalam prosedur pelaksammamberian kreditnya yang
ternyata juga mengalami penyimpangan. Pemberiaditkagla yang dilakukan

dengan tanpa akad perjanjian kredit. MengingatKaakiliadakannya perjanjian
kredit adalah sebagai alat bukti, maka jika dal@miperian kredit tersebut pihak
debitor wanprestasi atau terjadi kredit macet,gogign kredit merupakan dasar
untuk diajukannya gugatan. OLeh karena itu tiddrsfika dikatakan perjanjian

kredit memiliki keduddukan yang sangat penting ualemberian kredit oleh

bank.

3.3 Pengertian Jaminan dan Macam-Macam Jaminan
3.3.1Pengertian Jaminan

Menurut hukum segala harta kekayaan debitor akamaudiejaminan bagi
perutangannya dengan semua kreditor. Dalam Pa3alKUHPerdata disebutkan
bahwa “segala barang-barang bergerak dan tak lagrgaiik debitor, baik yang
sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminark yoerikatan-perikatan
perorangan debitor itu”. Menurut pasal tersebutuserkekayaan yang dimiliki
seseorang secara otomatis menjadi jaminan manakafay tersebut membuat

perjanjian hutang atau perjanjian lainnya dengam@iain walaupun kekayaan
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tersebut tidak diserahkan atau dinyatakan secges teebagai jaminan. Dengan
demikian, tanpa kecuali seluruh harta kekayaantalelakan menjadi jaminan
umum atas semua pelunasan perutangannya. Dalamajaryd@ng bersifat umum
ini, semua kreditor mempunyai kedudukan yang sart@atlap kreditor lain. Hal
ini ditegaskan dalam Pasal 1132 KUHPerdata yangyatakan bahwa kekayaan
seorang debitor tersebut menjadi jaminan bersamasd&an memberikan hak
yang sama bagi semua kreditor (konkuren) sehinggadgpatan hasil lelang atau
penjualan atas harta kekayaan debitor dibagi sepaporsional berdasarkan
besar kecilnya piutang masing-masing. Sehingga lagditor memiliki hak yang
utama atau preferen atas benda jaminan, maka jamjaag diberikan oleh
debitor harus diikat secara khusus. Jaminan khususmbulnya berdasarkan
adanya perjanjian yang khusus diadakan antara t&redian debitor, yang
bertujuan agar debitor menyediakan jaminan bergiehkdaan atau perorangan
(Rachmadi Usman, 2003:147).

Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang obyekiayahabenda-benda
yang ditunjuk secara khusus dengan cara menyeadirifari bagian harta
kekayaan debitor dan disediakan oleh debitor athakplain pemilik jaminan
untuk memenuhi pelunasan utang debitor. Jaminaerikitan berupa kekayaan
debitor atau pihak lain yang disendirikan itu dipgukkan bagi keuntungan
seorang kreditor, karena jika tidak ada penyendiritan penyediaan secara
khusus, maka sama halnya dengan seluruh kekayakbisdr dijadikan jaminan
untuk pembayaran utang si debitor (Sutarno, 20@8).Jaminan khusus yang
bersifat kebendaan terdiri atas hipotik, gadaiudid, dan hak tanggungan.
Jaminan ini memberikan kedudukan yang istimép@ferent) kepada kreditor
terhadap kreditor lainnya. Sehingga kreditor yangmmgang jaminan dengan
pengikatan hipotik, gadai, fidusia, dan hak tanggummemiliki hak didahulukan
dari kreditor lain untuk mendapatkan pelunasartapiy dari hasil penjualan
benda jaminan.

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang PkanbaAtas
Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankanyehatkan istilah
jaminan dengan agunan. Pasal 1 angka 23 merumisitama “agunan adalah

jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debif@dkeBank dalam rangka
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pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan ber#tasaPrinsip Syariah”. Dari

bunyi pasal tersebut dapat diketahui unsur-unsumagadalah sebagai berikut:
1. jaminan tambahan;

2. diserahkan oleh debitor kepada bank;
3. untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiay@enlasarkan prinsip
syariah.

Dalam dunia perbankan yang memiliki tingkat ristkeggi, kedudukan jaminan

sangatlah penting. Hal tersebut dikarenakan barl&andaneluncurkan kredit

menggunakan dana milik nasabah, sehingga diperlgatiu jaminan agar
manakala debitor wanprestasi atau ingkar janji,dikoe dapat mengambil
pemenuhan hutang dari penjualan barang yang dil@mimmelalui pelelangan

umum (M Khoidin, 2005:18).

Menurut  Johannes lbrahim  (2004:71) jaminan  hengakn
dipertimbangkan:

1. Secured artinya yaitu bahwa jaminan kredit dapat diadakemgikatan
secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan rhuklan perundang-
undangan .

2. Marketable,artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekugiataegera

dijual atau diuangkan untuk melunasi utang debitor.

3.3.2Macam-Macam Jaminan

Dalam hukum perdata dikenal beberapa macam jamimdenurut
Sembiring (2000:72), secara umum masalah jamingatddibagi menjadi dua
macam, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kelzenda
1. Jaminan Perorangap€grsonal guaranty)

Jaminan perorangan merupakan jaminan dimana sesgepibak ketiga
bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kdvem si debitor
(Muhamad Djumhana, 1996:248). Jaminan ini dapatakdkan tanpa
sepengetahuan si debitoBorghtocht merupakan jaminan yang Dbersifat
peoranganBorghtochtyang dalam bahasa Indonesia disebut penjaminan ata
penanggungan, diatur dalam Pasal 1820 sampai détagsat 1850 KUHPerdata.
Dalam Pasal 1820 KUHPerdata dikemukakan bahwa fggnangan adalah suatu
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persetujuan dengan mana seseorang pihak ketiga, ggpentingan pihak yang
berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi pedkata pihak yang berutang
dalam hal ia tidak dapat memenuhi kewajibannyadi dapat disimpulkan bahwa

dalamborghtochtpemberi jaminannya adalah pihak ketiga secaragegan.

2. Jaminan Kebendaan.

Berbeda dengan jaminan perorangan, jaminan kebeniaobyeknya
adalah suatu benda. Jaminan kebendaan adalah fag@ng berupa hak mutlak
atas suatu benda yang memiliki hubungan langsumgage benda-benda itu,
dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu ke#ndiendanya dan dapat
dialihkan (Sutarno, 2003:147). Benda yang dapaddian jaminan dapat berupa
benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak.d@sar itulah jaminan

kebendaan digolongkan menjadi beberapa macam; yaitu

a. Hipotik

Istilah hipotik (hypotheek)berasal dari hukum romawi yaitaypoteca
artinya adalah penjaminan atau pembebanan. Peagdripotik menurut Pasal
1162 KUHPerdata adalah “suatu hak kebendaan atedabgng tidak bergerak,
untuk mengambil penggantian bagi benda-benda terdsmi pelunasan suatu
perikatan”. Namun setelah berlakunya Undang-Undémg Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-benda yari@iB® dengan tanah,
hak kebendaan untuk benda tidak bergerak berupeén ta@ngikatan jaminannya
adalah hak tanggungan. Jadi yang dapat dihipotiklearyya benda tidak bergerak
bukan tanah yaitu pesawat udara yang diatur daksalR2 Undang-Undang No.
15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan kapal laugt lyerukuran diatas dua
puluh meter kubik yang diatur dalam Pasal 49 Unddandang No. 21 Tahun
1992 tentang Pelayaran.
b. Gadai.

Gadai diatur dalam Buku Il KUHPerdata Pasal 1158ma dengan Pasal
1160. Dalam Pasal 1150 disebutkan bahwa gadaitada&tu hak yang diperoleh
kreditor atas suatu barang bergerak, yang disenaképadanya oleh debitor atau
kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, dan mewd&enang kepada kreditor

untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barangdengan mendahului
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kreditor-kreditor lain dengan pengecualian biayanjp&lan dan biaya
penyelamatan barang itu. Dari rumusan tersebuttdéijiaat bahwa obyek dari
gadai adalah benda bergerak di mana barang terdisleuahkan kepada penerima
gadai.

c. Fidusia.

Jaminan fidusia diatur tersendiri dalam Undang-Uwgd&o.42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Undang-Undamgelbut memberikan
pengertian tentang fidusia dan jaminan fidusia.ugi@ adalah pengalihan hak
kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaammdegentuan bahwa benda
yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalamgpasaan pemilik benda.
Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan fidusiaaladak jaminan benda
bergerak baik berwujud maupun tudak berwujud dandbetidak bergerak
khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggusgbagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Halgdarmgan yang tetap
berada dalam penguasaan fidusia, sebagai agunapdiagasan utang tertentu
yang memberikan kedudukan yang dutamakan kepadaipenterhadap kreditor
lainnya. Selain fidusia, jaminan kebendaan yangekbya benda bergerak adalah
gadai. Perbedannya adalah jika gadai barang yajagnidkan berada pada
penguasaan kreditor, sedangkan untuk fidusia bgad@nan berada pada
penguasaan pemilik jaminan. Oleh karena itu jamifidnsia ini lebih disukai
dalam kegiatan perkreditan dari pada gadai. Deffigasia, kreditor tidak perlu
menyediakan tempat penyimpanan dan merawat baeanmgn, sedangkan di
sisi lain pihak nasabah masih tetap dapat memakanl yang dijaminkan.

d. Hak Tanggungan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang No.4 Tahun 188€ang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yangaiBerkdengan Tanah
yang disingkat UUHT, maka semua jaminan kebend&as tanah harus tunduk
pada Undang-Undang ini. Pasal 1 angka 1 UUHT martikah bahwa:

“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebapkaa hak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor FunTea 960

tentang Perturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berédau tidak berikut

benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan rdeagah itu, untuk
pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedadyétag diutamakan
kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kredaor”.
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Sebelum berlakunya UUHT ini, dasar hukum yang dagam melakukan
pengikatan jaminan atas tanah berikut benda-beadg perkaitan dengan tanah
menggunakan ketentuan mengenai hipotik dalam KUttRarPasal 1162 sampai
dengan Pasal 1232 daredietverbandSedangkan obyek hak tanggungan telah
diatur dan dijabarkan dalam Pasal 4 UUHT. Adapurerkean Pasal 4 UUHT
berbunyi sebagai berikut:

“(1) Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tamggu adalah:

a) Hak Milik,
b) Hak Guna Usaha,
¢) Hak Guna Bangunan;

(2) Selain hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksial ayat (1),
hak Pakai atas tanah negara menurut ketentuan lyarigku wajib
didaftar dengan menurut sifatnya yang dapat dipirtdagankan dapat
juga dibebani hak tanggungan;

(3) Pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Pakai atas ltakaMilik
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemérinta

(4) Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada haktatas berikut
bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah adaa&n ada yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebutmenugakan milik
pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dergmas t
dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungaangy
bersangkutan;

(5) Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya sebagaindimaksud
pada ayat (4) tidak dimiliki oleh pemegang hak &ash, pembebanan
hak tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dégpeukan
dengan penandatanganan serta pada Akta Pemberiak Ha
Tanggunganyang bersangkutan oleh pemiliknya atag dieri kuasa
untuk itu olehnya dengan akta otentik”.

3.4 Pengertian Asuransi dan Macam-Macam Asuransi.
3.4.1Pengertian Asuransi.

Asuransi atau yang juga disebut dengan pertanggungenurut
pengertian yuridisnya dapat ditemukan dalam Pag@lKitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD). Dalam Pasal tersebut dijeladkahwa yang dimaksud
dengan asuransi adalah:

“Asuransi atau pertanggungan diartikan sebagaiuspatjanjian, dimana
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggungatengenerima premi
untuk memberikan penggantian kepadanya karena skatwgian,
kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang dihamagiang mungkin
terjadi karena suatu peristiwa tak tentu “.
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Sementara itu, menurut Pasal 1 ayat (1) UndanghmdNo.2 Tahun
1992 tentang Usaha Perasuransian memberikan defsuisansi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjiarramtaa pihak atau lebih
dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri lkepgadanggung,
dengan menerima premi asuransi, untuk memberikaggaatian kepada
tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kejsita keuntungan yang
diharapkan, atau tanggung jawab hukum pihak ketagegy mungkin akan
diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pevestyang tidak pasti, atau
untuk memberikan suatu pembayaran yang didasatksnn@eninggal atau
hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Dari pengertian tersebut maka dapat diketahui balsar-unsur asuransi adalah
sebagai berikut:

1.Suatu persetujuan;

2.Antara dua pihak atau lebih (subyek hukumnya);

3.Adanya pembayaran premi;

4.Ada ganti rugi;

5. Peristiwa yang belum tentu terjadinya.

Pada dasarnya asuransi bertujuan untuk mengalihksmanggungan
risiko. Dalam kegiatan perkreditan, bank biasanyenumup asuransi terhadap
barang jaminan yang diserahkan kepadanya. Halemiuhya bertujuan untuk
mengalihkan risiko jika terjadi suatu kerugian yagigebabkan oleh peristiwa
yang tidak pasti atas benda jaminan yang diaskamsiersebut. Penutupan
pertanggungan asuransi jaminan kredit meliputilthlasebagai berikut:

a. Pertanggungan harga milik nasabah debitor sebesamah kredit yang
dijaminkan kepada bank. Pertanggungan tersebutaryas merupakan
jaminan utama yang merupakan pembiayaan bankadainan tambahan.

b. Pertanggungan harga milik nasabah debitor yand ttdamasuk jaminan
kredit dianjurkan untuk diasuransikan (Muhamad Chama, 1996:258).

3.4.2Macam-Macam Asuransi
Ditinjau dari kesepakatannya, asuransi dapat diggdan menjadi dua
macam, yaitu:
1. Asuransi Sukarela.
Asuransi sukarela ini merupakan suatu perjanjiamaasi yang terjadinya

didasarkan kehendak bebas dari pihak-pihak yangyagaikannya. asuransi
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2. Asuransi Wajib.
Merupakan asuransi yang terbentuk dan diharuskah sbatu ketentuan
perundang-undangan. Asuransi ini diwajibkan oldtabipemerintah atas dasar
pertimbangan untuk melindungi golongan-golonganalerdari bahaya-bahaya
akibat tanggung jawab menurut hukum (M. Suparmatr8aidjaja, 1997:86).

Selain penggolongan di atas, bentuk asuransi jimsEddkan menjadi dua

macam, yatiu:

1. Asuransi Kerugian.
Asuransi kerugian ini merupakan perjanjian asurassig berisi ketentuan
bahwa penanggungan mengikatkan dirinya untuk mktakwprestasi berupa
memberikan ganti kerugian yang diderita oleh pilyakg disebut terakhir
(M.Suparman Sastrawidjaja, 1997:86). Di Indonesaha asuransi kerugian
terbagi dalam usaha asuransi kebakaran, asurangapgkutan serta usaha
suransi aneka yaitu asuransi yang tidak termaslakdasuransi kebakaran dan
pengangkutan. Pada umumnya dunia perbankan mergguh&berapa jenis
asuransi jaminan kredit, dan yang sering dipake&irariain:

“a) asuransi kebakaran;
b)asuransi pengangkutan;
c) asuransi kendaraan;
d)asuransi kebongkaran (Frianto Pandia dkk, 200%:141
2 Asuransi Jumlah.
Asuransi jumlah merupakan suatu perjanjian asurgasg berisi ketentuan
bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasupla pembayaran
sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebgdtu Adapun contoh
dari asuransi jumlah antara lain asuransi jiwaraasi kecelakaan dan asuransi

sakit (M. Suparman Sastrawidjaja, 1997:83).

2.5 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tangguangemberian hak
tanggungan harus didahului dengan janji untuk meikdre hak tanggungan
sebagai jaminan pelunasan utang kepada kreditay g@mangkan ke dalam dan
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pegjanfiutang-piutang yang

bersangkutan. Kemudian pemberian hak tanggungakuttdhn dengan pembuatan
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Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembkiat Tanah (PPAT).
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 10 Undadgng No.4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BanddaBgang Berkaitan
dengan Tanah. Di dalam Pasal 1 angka 5 disebutitawa : “Akta Pemberian
Hak Tanggungan adalah akta PPAT yang berisi Pearbdfiak Tanggungan
kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk rnaedan piutangnya”. Akta
Pemberian Hak Tanggungan atau yang disingkat AR#lah akta otentik yang
dibuat oleh dan di hadapan PPAT. Blangko APHT makap akta yang
berbentuk standard kontrak (blangko resmi) yangeldé&ekan oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN) yang dipergunakan oleATPR®lengenai bentuk
APHT diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agrieaala Badan Pertanahan
Nasional yaitu PMNA/KBPN No.3 Tahun 1996 tentangniik Surat
Membebankan Hak Tanggungan, APHT, Buku Tanah Hakgdiangan dan
Sertipikat Hak Tanggungan.

Dalam praktek bank, pemberian hak tanggungan yatamdai dengan
pembuatan APHT ini dapat dilakukan melalui dua gaitu:
1. Penandatanganan APHT dilakukan oleh pemilik jamibarsamaan dengan

penandatanganan perjanjian kredit sebagai penapp&ok
2. Dengan membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggurygang
disingkat SKMHT (Sutarno, 2003:169).

Penggunaan SKMHT ini dilakukan jika dalam penamugaaan APHT pemilik
jaminan tidak dapat hadir, sehingga wajib menumihlak lain sebagai kuasanya
dengan membuat SKMHT. Dengan SKMHT ini kreditoragalwaktu tertentu
dapat membebankan hak tanggungan dengan menarafat&®RHT tanpa harus
menghadirkan pemilik jaminan dihadapan PPAT. Nanike penandatanganan
APHT dilaksanakan pada saat penandatangan penjdmgalit yang dihadiri oleh
pemilik jaminan, maka tidak perlu menggunakan SKMHT

Dalam Pasal 11 ayat (1) UUHT disebutkan bahwa ldindaAkta Pemberian
Hak Tanggungan wajib dicantumkan:

a. nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tagggun

b. domisili pemegang dan pemberi hak tanggungan;

c. jumlah utang-utang yang dijamin;
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d. nilai tanggungan;

e. uraian yang jelas mengenai obyek hak tanggungan.

Syarat yang ditetapkan Pasal 11 ayat (1) UUHT a8 atajib dipenuhi seluruhnya.
Apabila salah satu syarat saja tidak dipenuhi, akaengakibatkan Akta
Pemberian Hak Tanggungan batal demi hukum (Gatptaswno, 1996:121).
Selain hal-hal pokok yang tercantum dalam Pasahyilt (1) UUHT tersebut,
dalam APHT juga diperkenankan untuk mencantumkaji-j@nji sebagaimana
yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) UUHT. Adagaiah satu janji yang
tercantum dalam APHT tersebut adalah mengenai fagjigasuransikan obyek
hak tanggungan. Dalam janji tersebut pihak pertdatam hal ini debitor berjanji
pada pihak kedua (bank) untuk mengasuransikan ohgé&ktanggungan. Para
pihak (subyek) dalam janji mengasuransikan tersatlatah debitor atau pemberi
jaminan selaku pihak pertama dan bank atau kredélaku pihak kedua. Dalam
hal ini pihak yang dibebani untuk membayar premm déaya atas penutupan
asuransi adalah pihak debitor. Mengingat obyek taaggungan adalah tanah
beserta benda yang melekat di atasnya seperti rataalpun gedung, biasanya
bahaya yang dikhawatirkan dapat menimpa adalahybatebakaran dan gempa
bumi. Debitor akan mengasuransikan obyek hak tamggyu terhadap bahaya-
bahaya kebakaran dan malapetaka lain yang diandgpat mengancam obyek
hak tanggungan.

Pembuatan APHT sendiri merupakan bagian dari prgsssgikatan
jaminan. Perjanjian pengikatan jaminan bersifateasoir (tambahan) yang
keberadaannya tergantung pada perjanjian pokokramu perjanjian kredit,
sehingga janji yang terdapat dalam APHT termasui jmengasuransikan ini
keberadaannya juga tergantung dari perjanjian krellka perjanjian kredit

berakhir, maka janji mengasuransikan ini juga beirak

2.6Pengertian Risika

Pada dasarnya tujuan fungsi ekonomis dari diadakarpemasangan
asuransi adalah untuk mengalihkan risiko dari piteskanggung kepada pihak
penanggung. Dalam perjanjian asuransi pihak pemaggselalu meminta

pembayaran premi dari pihak tertanggung untuk pamtign kerugian yang dapat



dialaminya karena suatu peristiwa yang tidak tedtka peristiwa tidak tentu
tersebut tidak dicantumkan, maka pihak asuransiktithengenal risiko yang
diambilnya dan dengan demikian tidak dapat meneamtykemi yang dimintanya.
Mengenai pengertian risiko, Molengraaff (dalam Mashudi dkk, 1998:146)
berpendapat:

“Bahaya/risiko adalah kemungkinan terjadinya suaderistiwva yang
merugikan dan tidak tentu; suatu keadaan terandaimperistiwa demikian.
Pada overdracht, maka dengan bahaya/risiko ditkajukperistiwa itu
sendiri. Asuradur menanggung akibat financial darfjadinnya peristiwa
yang tidak tentu, maka untuknya bahaya/risiko dd&Emungkinan yang
dihadapinya untuk membayar (kemungkinan kerugiat@mungkinan
kerugian ini adalah obyek dari perjanjian”.

Risiko merupakan kemungkinan kerugian yang akaandgung atas bahaya yang
mungkin akan terjadi, tetapi tidak diketahui kapamadinya (Frianto Pandia dkk,
2005:138).
Dalam Pasal 247 KUHD, menyebutkan beberapa contabam risiko

asuransi. Adapun bahaya yang disebutkan dalam P&sa&{UHD yaitu:

1. Bahaya kebakaran;
Bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yalugnbgipanen;
Jiwa, satu atau beberapa orang;

Bahaya laut dan pembudakan;

o k& 0D

Bahaya yang mengancam pengangkutandi darat, daswdan di perairan

daratan.

Pada umumnya risiko atau bahaya yang dapat diadasmansi dapat

digolongkan menjadi dua golongan:

a. Bahaya atau risiko yang disebabkan oleh kekuatam,alyang dapat
menghancurkan atau merusak milik-milik kita ataulikmiorang lain.
Contohnya adalah bahaya kebakaran, gempa buna,gerting meletus.

b. Bahaya atau risiko yang disebabkan oleh perbuatarusia.

Mengenai risiko atau bahaya yang diasuransikarshtaraantum dalam perjanjian

asuransi yang disebut polis asuransi. Hal ini sedeiagan ketentuan dari Pasal

256 angka 5 KUHD yang menyatakan bahwa setiap pgaisis menyatakan

bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
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BAB 3
PEMBAHASAN

3.1 Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggingan

Bank merupakan badan usaha yang kegiatannya memghimiana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkakepada masyarakat
dalam bentuk kredit atau lainnya dalam rangka ngatkan taraf hidup rakyat
banyak, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasagkh & Undang-Undang
No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undangwén®lo. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan. Perbankan merupakan salah waiioess dada diantaranya
dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat peroramgam badan usaha untuk
memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk menikgkatsahanya.

Bank dalam menjalankan penyaluran kredit harusdggmpg pada prinsip
kehati-hatian(prudential banking)Jdengan menjaga unsur keamanan dan unsur
keuntungan(profitability). Kredit yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian
akan menempatkan kualitas kredit ygmeyforming loan,sehingga kredit yang
disalurkan dapat kembali tepat pada waktunya sgserganjian kredit meliputi
pinjaman pokok dan bunga. Hal demikian sesuai demgayi Pasal 2 Undang-
Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang atekgn bahwa:
“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya dseidan demokrasi
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Perjanjian kredit bank didahului dengan permohokeedit oleh calon
debitor secara tertulis pada bank. Surat permohdmeadit tersebut tentunya
dilengkapi dengan data-data atau berkas-berkas gipeglukan oleh bank guna
memenuhi persyaratan kredit. Menurut Gatot Supram@b©996:42), surat
permohonan mendapatkan kredit berisi antara lain:

a. ldentitas nasabah;
b. Bidang usaha;
c. Jumlah kredit yang dimohon;
d. Tujuan pemakaian kredit.
Disamping surat permohonan tersebut masih dipenlalkaa-data lain yang dapat

menunjang permohonan nasabah yaitu:

24
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Susunan pengurus perusahaan nasababh;
Laporang keuangan (neraca dan perhitungan labg rugi

Perencanaan proyek yang akan dibiayai dengan kredit

o o T ®

Barang jaminan yang dapat diagunkan.
Berdasarkan permohonan kredit beserta data-datanjeery tersebut maka
bank untuk selanjutnya melakukan analisis krediiase seksama dan cermat,
sehingga bank tidak akan keliru dalam mengambilkesannya. Analisa kredit
ini meliputi penilaian terhadap semua aspek yanguiringan dengan nasabah
debitor, baik mengenai keuangan maupun non keuandavalisa kredit
merupakan unsur yang sangat penting dalam pembaedit, sebagaimana yang
telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang NoTdBun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 ngnRerbankan yang
menyatakan bahwa:
“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasaRnsip Syariah,
Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkanlissmayang
mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta ggspan Nasabah
Debitor untuk melunasi utangnya atau mengembaliksmbiayaan
dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.
Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun #898/ebutkan bahwa
untuk memperoleh keyakinan, sebelum memberikantkdpadk harus melakukan
penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuzdglpagunan dan prospek
usaha dari debitor yang dikenal dengan instrumealisa Five C of Credit
Analysisatau prinsip 5C.
Adapun penjelasan untuk analisis 5 C adalah sebagéut:
1. Characte (Watak).

Penilaian terhadap watak ini yang diperhatikan adaheliputi sikap,
kepribadian, gaya hidup atau perilaku calon deldtdam kehidupan keseharian.
Bukan hanya debitor dalam berhubungan dengan bajg melainkan juga
meliputi hubungan calon debitor dengan masyarak&itas ataupun dengan
karyawan di perusahaannya Dengan mengetahui wadddn aebitor, bank
nantinya juga akan mengetahui apakah calon delitomempunyai kemauan

untuk membayar utangnya apabila permohonannya ulikat oleh bank.
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2. Capacity(Kemampuan)

Untuk melihat kemampuan calon debitor dalam mengelsaha yang
akan dibiayai dengan kredit. Sebelum mengabulkamgieonan kreditnya, bank
perlu mengetahui apakah calon debitor mempunyajgtahuan dan pengalaman
di bidang usaha yang dikelolanya. Yang perlu digekan bank adalah bahwa
usaha yang akan dibiayai dengan kredit harus ddigatola dengan baik oleh
debitor, sehingga dapat berkembang dan mampu mdyadgan kredit yang
dipinjamnya.

3. Capital (Modal).

Kredit yang diberikan pada bank merupakan modalb&dran untuk
membiayai usaha debitor. Dalam praktek selama iankbjarang sekali
memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana ydigerlukan nasabah.
Sebelumya calon debitor harus memiliki modal sensitdangkan kekurangannya
dapat dibiayai dengan kredit bank (Gatot Supramd®86:49). Untuk melihat
sejauh mana calon debitor mampu menyediakan medalirs dapat dilihat dari
laporan keuangan perusahaan (neraca dan laporanugi. Oleh karena itu bagi
calon debitor dalam mengajukan permohonan krediirda untuk melampirkan
neraca laba rugi perusahaan.

4. Collateral (Jaminan)

Untuk mengantisipasi adanya risiko kredit macet,kandank perlu
meminta calon debitor untuk menyediakan jaminamidan tersebut hendaknya
berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilaimyinimal jumlah kredit atau
pembiayaan yang diberikan kepadanya (Rachmadi Us?@83:261). Bank dapat
melakukan kunjungan atau survey ke lokasi jaminaukumelakukan penilaian.
Nilai jaminan akan menentukan jumlah kredit yangraekliberikan oleh bank,
karena bank tidak akan memberikan kredit melebimilgh nilai barang jaminan.
5. Condition of economi@ondisi Ekonomi)

Dalam penilaian kredit hendaknya juga dilihat kendikonomi sekarang
dan dimasa yang akan datang. Apakah usaha yangdabiayai dengan kredit
tersebut dimasa datang dapat diterima oleh masytarbknyak dan akan

mendatangkan keuntungan.



27

Berdasarkan analisisnya, bank kemudian memberiuthspn atas
permohonan kredit. Keputusan permohonan kredit rnmliputi keputusan
menolak permohonan atau menerima permohonan ket diajukan oleh calon
debitor. Apabila permohonan kredit disetujui, méeank sebagai kreditor dapat
mengeluarkan keputusan persetujuan dengan merarbiBurat Persetujuan
Pemberian Kredit yang disingkat dengan SP2K. SR2Knerupakan surat yang
dikeluarkan bank berisi pemberitahuan kepada pemdiredit bahwa bank
bersedia atau sanggup memberikan pinjaman kredbilapbersedia memenuhi
syarat dan ketentuan yang tercantum dalam SP2karf8yt2003:97). Syarat dan
ketentuan kredit yang tercantum dalam SP2K akanjadesyarat pokok yang
dituangkan dalam perjanjian kredit di samping sykianya yang bersifat teknis
dan tambahan.

Bagi calon debitor yang telah disetujui permohokesditnya dan telah
menyetujui SP2K, maka agar dapat dilakukan pelep&sadit tersebut terlebih
dahulu diadakan pengikatan atau perjanjian krédtjanjian kredit merupakan
salah satu aspek yang sangat penting dalam pemblerglit, tanpa adanya
perjanjian kredit yang ditandatangani bank dan tdebinaka pemberian kredit
belum bisa dilaksanakan. Isi dari perjanjian krgditla prinsipnya mengatur hak
dan kewajiban kedua belah pihak yaitu pihak dehitan kreditor sehubungan
dengan kegiatan pemberian kredit.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang bRéan Atas
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankiak tmengatur secara
khusus mengenai bentuk dan tata cara pembuataanjienj kredit bank. Dengan
demikian bank memiliki kebebasan untuk menentukamtuk perjanjian kredit
yang dikehendaki. Namun berdasarkan Surat KeputD&@ksi Bank Indonesia
Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indeanéséomor 27/7/UPPB
masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang KewansjilPenyusunan dan
Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bankirdnmenyatakan bahwa
untuk setiap kredit dituangkan dalam perjanjiandkresecara tertulis (dalam
Rachmadi Usman, 2003:264). Dari ketentuan tersdapat disimpulkan bahwa
penyaluran kredit bank harus dibuat perjanjian ikredcara tertulis. Hal ini

tentunya untuk melindungi kepentingan kreditor daldal pembuktian jika
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debitor wanprestasi. Menurut Hasanuddin Rahman 8199) secara yuridis

formal ada dua jenis bentuk perjanjian atau pengik&redit yang digunakan

bank dalam melepas kreditnya, yaitu:

1. Perjanjian kredit dibawah tangan.
Perjanjian kredit dibawah tangan merupakan pemtekiedit oleh bank
kepada nasabahnya yang hanya dibuat diantara minega notaris. Untuk
meringankan dan mempermudah kinerjanya, bank padammya sudah
menyiapkan formulir perjanjian kredit dalam bengikndard contractAkta
dibawah tangan ini memiliki kelemahan yaitu apaleigadi wanprestasi oleh
debitor hingga sampai proses pengadilan, maka ttamgan yang terdapat
didalamnya harus dibuktikan keasliannya. Untuk ali@awah tangan, apabila
para pihak mengakui tandatangan yang tercanturaldimthya, maka akta ini
mempunyai kekuatan pembuktian. Namun jika tandatiarygng ada di dalam
akta tersebut disangkal oleh salah satu pihak, am@dudukannya sama
halnya surat biasa (bukan akta), sehingga perluatiian dengan alat bukti
lain (Gatot Supramono, 1996:66).

2. Perjanjian kredit notariil (otentik)
Perjanjian kredit notariil (otentik) ini merupakaerjanjian kredit oleh bank
kepada nasabahnya yang dibuat oleh dan dihadagabaPéotaris. Akta
otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurAkta otentik tidak
diragukan kebenarannya dan dalam pembuktian tidek dikuatkan oleh alat
bukti lain.

Walaupun tidak ada ketentuan khusus mengenai belatu isi perjanjian
kredit dalam praktek perbankan, suatu perjanji@dikitidak boleh bertentangan
dengan ketentuan hukum dan asas-asas hukum pamjarfieperti halnya
perjanjian lainnya, suatu perjanjian kredit harugnmenuhi syarat sahnya
perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu m#lip
5. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakanu skegadaan yang
menunjukkan kehendak kedua belah pihak saling nmeaerKedua belah

pihak sama-sama tidak menolak apa yang diinginklaakpgawannya (Gatot
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Supramono, 1996:55). Dengan adanya kata sepakat pwjanjian tersebut

telah ada dan dapat dilaksanakan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Yang dimaksud dengan kecakapan adalah kemampuatbumaé perjanjian.

Dalam Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan bahwa oramg tidak cakap

untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Orang yang belum dewasa;

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

c. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkaim Whdang-Undang
telah melarang membuat perjanjian-perjanjian téuterAkan tetapi
ketentuan ini telah dikoreksi Makamah Agung melaurat edaran No.
3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang ditujukan kepéetaa Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonessawa perempuan
adalah cakap sepanjang memenuhi syarat tidak dalbgvengampuan
(Sutarno, 2003:80-81).

3. Suatu pokok persoalan tertentu.

Dalam membuat suatu perjanjian, apa yang menjagilo perjanjian harus

jelas, sehingga hak dan kewajiban dapat ditetapkam perjanjian dapat

dilaksanakan. Tidak dipenuhinya syarat ketiga iakenberakibat perjanjian
batal demi hukum.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yangdtalalyang diperbolehkan

oleh Undang-Undang. Hal ini ditegaskan dalam P&3ar yang menyatakan

bahwa “suatu sebab terlarang, jika sebab itu diaraleh Undang-Undang
atau sebab itu bertentangan dengan kesusilaamet@an ketertiban umum”.

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat ini anakrakibat batal demi

hukum.

Selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjianmdBlasal 1320 KUHPerdata,
suatu perjanjian juga memuat asas-asas hukum pe@narAsas-asas dalam
hukum perjanjian antara lain asas konsensualissas, kebebasan berkontrak dan
asas kepribadian.
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1. Asas konsensualisme.
Berdasarkan asas konsensualisme suatu perjanjian sietelah dicapainya
kesepakatan (consensus) antara para pihak mengemdii soal yang
diperjanjikan (Johanes lbrahim, 2004:14). Asas kossgalitas ini dapat
ditemukan pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu pagiatgertama mengenai
sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Dalam P82l KUHPerdata
ditetapkan bahwa kata sepakat dianggap tidak &ahpjioses terbentuknya
dipengaruhi oleh keadaan yang membuat pelaku panantu tidak
memberikan kehendak yang sesungguhnya. Keadaandyaradksud adalah
karena kekhilafan, paksaan atau penipuan.

2. Asas kebebasan berkontrak.
Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak adadahya kebebasan
seluas-luasnya oleh Undang-Undang diberikan kepadayarakat untuk
mengadakan perjanjian tentang apa saja asalkak lieidentangan dengan
peraturan Perundang-undangan, kesusilaan dan ikatertmum (Sutarno,
2003:75). Jadi para pihak yang mengadakan penagj@at dengan bebas
untuk menentukan sendiri isi dari perjanjian tewebPenegasan asas
kebebasan berkontrak ini dapat ditemukan pada R388/KUH Perdata yang
menyebutkan bahwa: “semua persetujuan yang dilesaias dengan undang-
undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereiggpngambuatnya”.

3. Asas kepribadian.
Menurut asas kepribadian, seseorang hanya dipéiaiemengikatkan diri
untuk kepentingan dirinya sendiri dalam suatu pgiga. Asas kepribadian ini
diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdata yang menegaslahwa “pada
umumnya seseorang tidak dapat mengadakan peri&taarnperjanjian selain
untuk dirinya sendiri”. Seseorang tidak dapat meagan perjanjian untuk
pihak ketiga. Namun undang-undang memberikan pemadjao untuk asas
ini. Dalam Pasal 1316 disebutkan bahwa seseoralefy Inenanggung pihak
ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga tersakah berbuat sesuatu.

Perjanjian kredit telah disiapkan oleh bank dal@mtuk perjanjian baku
(standard Contract)Menurut Remy Sjahdeini, “perjanjian baku adalaf)gmgian

yang hampir seluruh klausulanya sudah ditentukah pemakaiannya dan pihak
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yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluangkunterundingkan atau

meminta perubahan” (dalam Johanes Ibrahim, 2004N@jhurut Mariam Darus

Badrulzaman ciri-ciri perjanjian baku yang digunal@dalam praktek perbankan

adalah sebagai berikut:

1. isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yargispgekonominya) kuat
yaitu pihak kreditor;

2. debitor sama sekali tidak ikut menentukan isi pgiga tersebut;

3. terdorong oleh kebutuhannya, debitor terpaksa nmameperjanjian kredit
tersebut;

4. berbentuk tertulis;

5. dipersiapkan terlebih dahulu secara masal (daldim $+5, 2004:146).

Dilihat dari aspek pembuatannya, isi dan klaugldassula dalam
perjanjian baku dibuat secara sepihak oleh kreditdragai pihak yang posisi
ekonominya kuat tanpa melibatkan calon debitor. kBaidak memberi
kesempatan pada calon debitor untuk negosiasi mtanbicarakan lebih lanjut
mengenai isi atau klausula perjanjian kredit. @alebitor hanya diberi pilihan
untuk menyetujui atau meninggalkannya dengan karesel tidak akan
memperoleh kredit. Dalam hal ini kebebasan berléingang diatur dalam Pasal
1338 KUHPerdata tidak terpenuhi, karena tidak na¢kidn calon debitor dalam
pembuatan perjanjian kredit.

Salah satu syarat sahnya perjanjian yang terddpkm Pasal 1320
KUHPerdata yang sangat terkait dengan kontrak bakalah tercapainya
kesepakatan antara para pihak untuk mengikatkamydir Adanya kesepakatan
antara kedua belah pihak, maka para pihak telétatetalam perjanjian tersebut.
Pihak debitor karena desakan kebutuhannya secaaksa menyetujui perjanjian
kredit yang telah disusun oleh bank, karena jikiakKisetuju atas syarat-syarat
dalam perjanjian kredit maka pihak bank tidak ak@mberikan fasilitas kredit.
Oleh karena itu perjanjian baku dapat dikatakaakticnemenuhi unsur yang
terkandung dalam asas konsensualitas.

Menurut Aser Rutten (dalam Ahmadi Miru, 2007:44gtiap orang yang
menandatangani perjanjian, bertanggung gugat pada dan apa yang

ditandatanganinya”. Jika seseorang telah menargitamperjanjian baku, maka
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orang yang bertanda tangan tersebut dipercayan@alyetahui dan menghendaki
isi formulir. Dengan demikian, debitor yang telalfemandatangani perjanjian

kredit dianggap telah mengetahui dan menghenddistansi perjanjian tersebut,

sehingga terikat untuk melaksanakannya. Debitdakti bisa membatalkan

perjanjian baku dengan alasan tidak mengetahpieiganjiannya, karena dengan
menandatangani perjanjian pihak debitor diangg&p @as semua syarat dan
klausula yang terdapat didalamnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang rRienigan
Konsumen telah mengatur mengenai pembuatan pamabgku. Dalam Pasal 18
Undang-Undang tersebut pihak pelaku usaha dalambomnperjanjian baku
diberi batasan atau larangan-larangan yang dapatghilengkan hak-hak
konsumen dengan tujuan untuk melindungi konsumerkdaewenang-wenangan
pelaku usaha. Larangan ini dimaksudkan untuk meat@p kedudukan
konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkaip gkébebasan berkontrak
(Penjelasan Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999). Dengamkgen pihak kreditor
selaku pelaku usaha dalam membuat perjanjian bakushmemperhatikan hak-
hak debitor selaku konsumen serta tidak boleh menogan klausula-klausula
yang sifatnya merugikan debitor.

Apabila perjanjian kredit sudah dilaksanakan datandatangani oleh
kedua belah pihak yaitu debitor dan kreditor, maktuk selanjutnya dilakukan
pengikatan jaminan kredit. Jaminan yang diberikéegh alebitor atau pemilik
jaminan harus dibuat perjanjiannya yang disebutgig@an jaminan agar
memiliki kekuatan hukum. Untuk hak tanggungan, mp&agikatan jaminannya
dilakukan melalui proses pembebanan hak tanggurBarasarkan Penjelasan
Umum angka 7 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 terttehgTanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengaahT@dUHT) proses
pembebanan hak tanggungan dilaksanakan melalui tdiap, yaitu tahap
pemberian hak tanggungan dan tahap pendaftaratahggungan.

A. Tahap pemberian Hak tanggungan.

Menurut Pasal 10 ayat (1) UUHT, proses pembebdm@ntanggungan

diawali dengan pemberian hak tanggungan yang didahjanji untuk

memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunatsany tertentu, yang



33

dituangkan di dalam dan merupakan bagian yang ta#glat terpisahkan dari
perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atayam&n lainnya yang
menimbulkan hutang tersebut. Semua pengikatan g@niersifataccessoiryang
tergantung dengan perjanjian pokoknya vyaitu pdganjkredit, sehingga
pemberian hak tanggungan juga didasarkan pada npana kredit yang
bersangkutan. Pemberian Hak Tanggungan ini ditadelagan pembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Peimfdta Tanah (PPAT)
yang ditandatangani oleh kreditor sebagai penenakatanggungan dan pemberi
hak tanggungan.

Dalam pembuatan APHT pihak pemberi hak tanggungajib hadir
dihadapan PPAT untuk menandatangani APHT bersaderagan penandatangan
perjanjian kredit. Akan tetapi apabila benar-bedgerlukan, yaitu dalam hal
pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir dihaddpBAT, diperkenankan
penggunaan Surat Kuasa Pembebanan Hak TanggurggeléBan Pasal 15 ayat
(1) UUHT). Penggunaan SKMHT ini dilakukan jika dalapenandatanganan
APHT pemberi jaminan tidak dapat hadir, sehingggibmaenunjuk pihak lain
sebagai kuasanya dengan membuat SKMHT.

Demi terciptanya kepastian hukum hak tanggungambpatan SKMHT
wajib diikuti dengan pembuatan APHT. UUHT dalam&d$ ayat (3) dan ayat
(4) memberikan pembatasan terhadap masa berlak@HT. SKMHT
mengenai hak atas tanah yang sudah bersertifiljdi digkuti dengan pembuatan
APHT yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (dailn sesudah SKMHT
diberikan dan SKMHT mengenai hak atas tanah yarignbderdaftar wajib
diikuti dengan pembuatan APHT dengan batas waklamdmt-lambatnya 3
(tiga) bulan sesudah diberikan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (5) UUHT terdapat pemjaouterhadap
pembatasan masa berlakunya SKMHT. Pengecualian enangoembatasan
waktu tersebut dimungkinkan bagi kredit-kredit ¢atti yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterngang dimaksud adalah
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Ranan Nasional Nomor 4
Tahun 1996, tanggal 8 Mei 1996 tentang PenjelasstasBWaktu Penggunaan

Surat Kuasa Membebankan Hak tanggungan Untuk Menj&elunasan Kredit-
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kredit Tertentu. Sesuai Pasal 1 Peraturan Mentegakh Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 yang dindatengan kredit tertentu
disini yaitu:

1. Kredit untuk nasabah kecil yang meliputi kredit &#dp Koperasi Unit
Desa (KUD), Kredit Usaha Tani, dan Kredit kepadap&masi Primer
untuk Anggotanya;

2. Kredit untuk pengadaan perumahan ukuran tertentu:ya
a. Kredit untuk membiayai pemilikan rumah inti, rumabderhana atau

rumah susun dengan luas tanah maksimum 200 m2atablngunan
maksimal 70 mz;
b. Kredit untuk pemilikan Kapling Siap Bangun (KSB)nd@n luas tanah
54 m? sampai 72 m? dan kredit untuk membiayai baagaya;
c. Kredit untuk perbaikan rumah sebagaimana dimaksugdfla dan b;
3. Kredit dengan plafond kredit tidak melebihi Rp.@m.000,00
Batas waktu berlakunya SKMHT menurut Peraturaretarsyaitu "sampai saat
berakhirnya masa berlakunya perjanjian pokok yaegsdangkutan", dengan
demikian hal ini akan tergantung berapa lama phkraklitor memberikan waktu
kepada debitor untuk melunasi atau mengembalikamgatya

Pembuatan APHT dilakukan oleh dan dihadapan PPAdangio APHT
merupakan akta yang berbentuk standard kontrakndkta resmi) yang
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPMjd&arkan Pasal 11 ayat
(1) UUHT, dalam APHT wajib dicantumkan :

a. Nama dan identitas pemberi dan penerima Hak targggun

b. Domisili pihak-pihak pemberi dan penerima Hak tauggan;

c. Penunjukkan secara jelas utang atau utang-utarggdigaminkan.

d. Nilai tanggungan;

e. Uraian secara jelas mengenai objek Hak tanggungan.

Ketentuan di atas tersebut sifatnya wajib untukgalhak tanggungan yang
diberikan. Jika ketentuan tersebut tidak dicantumiszcara lengkap, maka
memiliki kosekuensi bahwa APHT yang bersangkutaallidemi hukum. Dalam
APHT dapat dicantumkan janji janji yang diberikalelo kedua belah pihak.
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Adapun janji janji yang dapat dicantumkan dalam APidenurut Pasal 11 ayat
(2), antara lain :

a.Janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tagggununtuk
menyewakan obyek hak tanggungan dan/ atau menenatka mengubah
jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa dinrkdcuali atas
persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan;

b.Janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tagggununtuk
mengubah bentuk obyek hak tanggunan, kecuali depegsetujuan tertulis
dari pemegang hak tanggungan;

c.Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegangahggungan
untuk mengelola obyek hak tanggungan berdasarkaretgean Ketua
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputikledbyek hak
tanggungan apabila debitor sungguh-sungguh cidefa j

d.Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegahngahggungan
untuk menyelamatkan obyek hak tanggungan jika toadliperlukan untuk
pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjgdisiga atau
dibatalkannya hak yang menjadi obyek hak tangguniamena tidak
dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan Undang-Undang;

e.Janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama memipbhai untuk
menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggurgeatila debitor
cidera janiji;

f. Janji yang diberikan oleh pemegang hak tanggungataipa bahwa obyek
Hak tanggungan tidak akan dibersihkan dari hakgangan;

g.Janji bahwa pemberi hak tanggungan tidak akan raskgm haknya atas
obyek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulish letahulu dari
pemegang hak tanggungan;

h.Janji bahwa pemegang hak tanggungan akan mempeseleruh atau
sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi takggungan untuk
pelunasan piutangnya apabila obyek hak tanggungepadkan haknya
oleh pemberi hak tanggungan atau dicabut haknyakuhkepentingan

umum;
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i.Janji bahwa pemegang hak tanggungan akan mempeseleihuh atau
sebagian dari uang asuransi yang diterima pemladritdnggungan untuk
pelunasan piutangnya, jika obyek hak tanggungasudaasikan;

j.-Janji bahwa pemberi hak tanggungan akan mengosongkgek hak
tanggungan pada waktu eksekusi hak tanggungan;

k. Janji bahwa sertifikat hak atas tanah yang telahuldihi catatan
pembebanan hak tanggungan tetap berada ditangditukreampai seluruh
kewajiban debitor dipenuhi sebagaimana mestinya.

B. Tahap Pendaftaran Hak tanggungan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UUHT, setelahddingani APHT
wajib dikirim ke Kantor Pertanahan setempat unti&kdkan pendaftaran hak
tanggungan. Pendaftaran ini sangat penting mengingendaftaran hak
tanggungan merupakan syarat untuk lahirnya hak gtamgan dan untuk
memenuhi asas publisitas. Pendaftaran hak tanggudtakukan oleh PPAT
dengan mengirimkan APHT beserta warkah lain yampgrtlikan dalam waktu
paling lambat tujuh hari setelah penandatanganadTAke Kantor Pertanahan.
Setelah APHT dan warkah lainnya diterima oleh KaRtertanahan, maka proses
pendaftaran dilakukan dengan dibuatnya buku taniiidnggungan dan mencatat
adanya hak tanggungan tersebut pada buku tanalathaktanah yang menjadi
obyek hak tanggungan.

Tanggal buku tanah hak tanggungan adalah hari kgujidh) setelah
penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlidagi pendaftaran hak
tanggungan. Jika hari ke 7 (tujuh) jatuh pada Hhidir, buku tanah yang
bersangkutan diberi tanggal hari kerja berikutrfyabagai tanda bukti lahirnya
hak tanggungan, maka kemudian Kantor Pertanahamrvit@an sertipikat hak
tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata “D€eadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian sertipikak tanggungan
mempunyai kekuatan eksekutorial yang memiliki ke&knahukum sama dengan
putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan huidap atau inkrah (Pasal 14
UUHT). Lahirnya hak tanggungan juga memberikan jaeren bagi pemegang
hak tanggungan atau kreditor, yaitu memiliki haktuln didahulukan atas

pelunasan utang debitor dari kreditor lainnya.
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Setipikat hak tanggungan yang merupakan bukti dighirhak tanggungan,
oleh Kantor Pertanahan diserahkan kepada pemegértainggungan Penyerahan
tersebut dinilai tepat sekali sebab sebagai pengedeak tanggungan sudah
seharusnya yang memegang sertipikat dimaksud, djiiandingkan diserahkan

kepada pemberi hak tanggungan ( Gatot Supramoé; 126).

3.2 Kekuatan Hukum Janji Mengasuransikan Obyek HakTanggungan pada
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Dalam setiap perjanjian kredit selalu mengandusi@aimacet. Walaupun
tidak dikehendaki, kemungkinan terjadinya kredit ceta selalu ada. Oleh
karenanya untuk memperkecil risiko tersebut dipemuadanya suatu jaminan.
Menurut hukum semua harta kekayaan debitor merjmdinan bagi setiap
perikatannya (Pasal 1131 KUHPerdata). Artinya dpatdéebitor berutang pada
kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor bertseecara otomatis menjadi
jaminan umum atas hutangnya. Dalam jaminan yangifaeumum ini, semua
kreditor mempunyai kedudukan yang sama terhadaplit@relain. Hal ini
ditegaskan dalam Pasal 1132 KUHPerdata yang memyataahwa kekayaan
seorang debitor tersebut menjadi jaminan bersamas#&an memberikan hak
yang sama bagi semua kreditor sehingga jika tegidéekusi, maka pendapatan
hasil lelang atau penjualan atas harta kekayaaitodelibagi secara proporsional
berdasarkan besar kecilnya piutang masing-masiaghiRadi Usman, 2003:287-
288). Kreditor seperti ini disebut sebagai kredikonkuren.

Jaminan yang bersifat umum tersebut kurang mendrefeamanan dan
kepastian hukum bagi kreditor atas pengembaliaditknga. Untuk memperoleh
kepastian hukum, maka penyerahan jaminan yangféetsnum tersebut harus
diikat secara khusus, sehingga kreditor yang bgkedan mempunyai kedudukan
yang diistimewakan dari pada kreditor lain dalamlupasan utangnya
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1133 jo P484l HUHPerdata. Jaminan
khusus ini digolongkan menjadi beberapa macam ddahssatu diantaranya
adalah hak tanggungan. Menurut Retnowulan Sutajatinijnan yang dianggap
paling efektif dan aman oleh lembaga perbankarahdahah dengan jaminan hak

tanggungan ( dalam M. Khoidin, 2005:11). Obyek hakggungan berupa tanah
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beserta bangunan yang melekat di atasnya memiliki aiari waktu ke waktu
cenderung meningkat. Selain itu hak tanggungan muddéam hal eksekusinya
karena sertipikat hak tanggungan memiliki irah-icemgan kata “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’, yang mempurkgkuatan
eksekutorial.

Walaupun hak tanggungan sangat disukai dalam prgkeebankan dan
dianggap paling aman, bukan berarti tidak memitikiko sama sekali. Nilai
obyek hak tanggungan dapat menyusut jika mengatamibah atau malapetaka
seperti kebakaran, tanah longsor, angin topanpatagempa bumi yang menurut
hukum disebut dengasvermachOleh karena itu sebagai langkah preventif untuk
menghilangkan kerugian yang diakibatkan oleh ristessebut bank dapat
meminta pada debitor agar obyek hak tanggungarurdiasikan. Obyek hak
tanggungan tentunya akan diasuransikan pada lemimgansi yang memiliki
hubungan kemitraan dan ditunjuk oleh bank. Dengasudansikannya obyek hak
tanggungan, maka jika dikemudian hari terjadi ds#tau malapetaka, kerugian
atas risiko tersebut akan ditanggung oleh perusahsaransi. Karena perjanjian
asuransi pada prinsipnya bertujuan untuk mengaiihigiko yang tidak dapat
diperkirakan sebelumnya

Dalam proses pembebanan hak tanggungan, janji reeragesikan obyek
hak tanggungan antara kreditor dan debitor dicak&mdalam APHT. Dasar
dicantumkannya janji mengasuransikan obyek hak guamgan dalam APHT
adalah Pasal 11 ayat 2 huruf i yang menyatakan d&atmlam APHT dapat
mencantumkan janji bahwa pemegang hak tanggungam rakemperoleh seluruh
atau sebagian dari uang ganti asuransi yang daepemberi hak tanggungan
untuk pelunasan piutangnya jika obyek hak tangguriasuransikan. Pada janji
mengasuransikan dalam APHT terebut pihak pertamanddal ini adalah
pemberi hak tanggungan akan mengasuransikan olajekahggungan terhadap
bahaya-bahaya kebakaran dan malapetaka lain yamggdp perlu oleh pihak
kedua (bank). Dalam hal terjadi kerugian karenaakalan atau malapetaka lain
atas obyek hak tanggungan maka pihak kedua (krediterwenang untuk
menerima seluruh atau sebagian uang ganti kerugkignperusahaan asuransi

yang bersangkutan untuk pelunasan hutang debitotgrjadi kredit macet.
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Dengan disepakati dan ditandatanganinya APHT olemberi hak
tanggungan dan pemegang hak tanggungan, makarjangiasuransikan tersebut
memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihakigzanembuatnya yaitu
pemberi dan pemegang hak tanggungan (kreditor).ukérPasal 1338 KUH
Perdata “semua persetujuan yang dibuat berdasddkaiang-undang berlaku
sebagai Undang-undang yang membuatnya”. Para pidelgan membuat
perjanjian, seakan-akan telah menetapkan undargrgnbagi mereka sendiri.
Dengan demikian para pihak yang membuat janji maumgasikan obyek hak
tanggungan dalam APHT harus mematuhinya sepergékaemematuhi undang-
undang. Janji mengasuransikan ini memiliki daya spakayaknya Undang-
Undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga pemiderpemegang hak
tanggungan harus melaksanakan isi perjanjian tetseb

Suatu persetujuan atau perjanjian memiliki kekuatakum yang hanya
mengikat bagi para pihaknya. Hal ini sesuai derigaantuan dalam Pasal 1340
KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjramya berlaku antara
pihak-pihak yang membuatnya. Dengan demikian paridakp yang
memperjanjikan janji mengasuransikan obyek hakgangan yaitu pemberi hak
tanggungan dan pemegang hak tanggungan telah riekeivajiban hukum dan
terikat untuk melaksanakannya.

Setelah didaftarkan ke Kantor Pertanahan, APHT fhkénkekuatan
mengikat pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan ket@midalam Penjelasan Pasal 11
ayat (2) UUHT yang menyatakan bahwa, janji-jank kenggungan dalam APHT
yang kemudian didaftarkan pada Kantor Pertanahgan joemiliki daya mengikat
pihak ketiga. Jadi janji mengasuransikan obyek taiggungan dalam APHT
tidak hanya mengikat bagi para pihak yang membaatnyelainkan juga
mengikat pihak ketiga yang memiliki hubungan dengmarjanjian tersebut.
Dengan demikian lembaga asuransi yang menanggsil® ratas obyek hak

tanggungan juga terikat dengan isi perjanjian brse
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3.3 Akibat Hukum Jika Terjadi Risiko pada Obyek Hak Tanggungan dan
Terjadi Kredit Macet.

Pelaksanaan perjanjian kredit bank tidak selamadagat berjalan dengan
lancar. Nasabah yang memperoleh fasilitas kredifkti seluruhnya dapat
mengembalikan kredit dengan baik dan tepat padauwvg#, pada kenyataannya
karena suatu sebab tertentu sebagian debitor ddpkt mengembalikan kredit
pada bank dalam jangka waktu yang telah diperjanjikHal inilah yang
mengakibatkan debitor tidak dapat membayar lunasgmya dan mengakibatkan
pembayaran kredit menjadi terhenti atau macet. Ydintgaksud dengan kredit
macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pskmaakibat adanya faktor-
faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisirdkemampuan debitor
(Siamat, 2003:303).

Banyak hal yang menjadi penyebab timbulnya kredicem, antara lain
karena debitor mengalami kemerosotan usaha, gagalogaha yang
mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debtsr memang debitor
sengaja tidak mau membayar karena karakter dejdtiog tidak baik (Sutarno,
2003:265). Terjadinya kredit macet disamping karfakdor kesalahan nasabah
debitor juga dapat ditimbulkan karena faktor kdsatapejabat bank. Faktor dari
pihak bank antara lain disebabkan oleh kualitaahzgjbank yang tidak bekerja
secara profesional, persaingan antar bank yang ewgapuhi bank untuk
bertindak spekulatif dan tidak mengindahkan prirnmpbankan yang sehat, serta
kurangnya pengawasan oleh bank dalam penyaluratit K@atot Supramono,
1996:133-134).

Fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuakepada kreditor
untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualarangéarang jaminan
tersebut bila debitor tidak melunasi hutangnya padktu yang telah ditentukan
(Sutarno, 2005:142). Apabila terjadi kredit magagka bank selaku pemegang
hak tanggungan dapat melakukan eksekusi terhadagk ¢iak tanggungan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untskekeki hak tanggungan
telah diatur dalam Pasal 20 UUHT. Berdasarkan P2B&JUHT apabila debitor

cidera janji maka :
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1. Pemegang hak tanggungan pertama menjual obyek drajgungan atas
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sesusal Fa UUHT. Dalam
Pasal 6 UUHT sendiri menyatakan bahwa “apabila tdekiidera janji,
pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak o@njual obyek hak
tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelatamgam serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersel®gtdasarkan ketentuan
yang termuat dalam Pasal 6 UUHT tersebut, maka gangehak tanggungan
yang pertama mempunyai hak untuk melakukan parksekasi, artinya
pemegang hak tanggungan tidak perlu meminta pgusetaari pemberi hak
tanggungan dan tidak perlu pula meminta penetaparpdngadilan setempat
(fiat pengadilan) apabila melakukan eksekusi atgel hak tanggungan
(Priyo Handoko, 2006:174).

2. Pemegang hak tanggungan berdasarkan titel eksektuytang terdapat dalam
sertipikat hak tanggungan dapat menjual obyek taiggungan melalui
pelelangan umum sesuai Pasal 14 ayat (2) UUHT.2Barlan Pasal 14 ayat
(2) sertipikat hak tanggungan memuat irah-irah kébemi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dimana #ettipak tanggungan
berdasarkan irah-irah tersebut memiliki kekuatasekltorial yang sama
dengan putusan pengadilan yang telah memperolaratak hukum tetap dan
berlaku sebagai pengganti grose akta hipotik sapgnmengenai hak atas
tanah (Pasal 14 ayat (3) UUHT). Pelaksanaan eksbkusasarkan sertipikat
hak tanggungan harus mendapat ijin (fiat ekseldasi)ketua pengadilan yang
bersangkutan. Fiat eksekusi adalah eksekusi ydaksdnakan dengan ijin
khusus dari Pengadilan Negeri walaupun pengadiidak t melakukan
pemeriksaan seperti dalam perkara pertdata biassro@adti Poesoko,
2006:169).

3. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggyeggualan dapat
dilaksanakan di bawah tangan. Penjualan obyek laaiggungan dapat
dilaksanakan dibawah tangan jika dengan cara tersan dapat diperoleh
harga tertinggi dan menguntungkan semua pihak barkan kesepakatan

pemberi dan pemegang hak tanggungan.
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Dari hasil eksekusi atau penjualan obyek hak tamnggn, pihak bank
dapat memperoleh pelunasan kreditnya dan terbetrasndsalah. Namun dalam
penyaluran kredit bank suatu risiko sifatnya memagak terduga. Risiko yang
dimaksud adalah musnahnya obyek hak tanggungan diaagabkan oleh suatu
musibah atau malapetaka. Risiko merupakan kemuagkikerugian yang akan
ditanggung atas bahaya yang mungkin akan terjatdipit tidak diketahui kapan
terjadinya (Frianto Pandia dkk, 2005:138). Menuwldlengraaff, risiko adalah
kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang mewgi#an sifatnya tidak tentu.
Pihak asuransi menanggung akibat financial dajadermya peristiwa yang tidak
tentu tersebut, maka bagi pihak asuransi risikolahdkemungkinan yang
dihadapinya untuk membayar kemungkinan kerugiafefdavi. Mashudi dkk,
1998:146). Risiko dapat berupa suatu musibah atalapataka yang menimpa
obyek hak tanggungan seperti musibah kebakaraah tiongsor, angin topan,
banjir, tsunami atau gunung meletus. Jika obyekthaggungan mengalami suatu
risiko hingga menyebabkannya musnah, maka akannmbethkan kesulitan atau
permasalahan dalam melakukan eksekusi. Apabilai saatek jaminan berada
dalam kondisi musnah, maka tidak dapat dilakukaelaksi.

Apabila obyek hak tanggungan telah diasuransikzamk tidak perlu
khawatir akan kerugian yang ditimbulkan oleh musiyahobyek jaminan. Jika
pada saat terjadi kredit macet obyek jaminan teengaisnah karena suatu risiko,
maka pihak bank dapat mengajukan ganti kerugian &l@am asuransi pada
perusahaan asuransi. Pihak bank sesegera mungKaparien pada pihak
asuransi agar pihak asuransi dapat melakukan pesaar. Pihak asuransi akan
memeriksa penyebab timbulnya risiko tersebut, dpafliduar kesalahan dan
kehendak debitor atau mungkin karena adanya swesengajaan dan kesalahan
dari debitor sendiri. Jika berdasarkan pemeriks@ath terbukti risiko terjadi
diluar kesalahan debitor, maka pihak asuransi dagahberikan ganti kerugian
yang ditimbulkan dari risiko tersebut. Dalam hal ank selaku pemegang hak
tanggungan berhak memperoleh ganti kerugian aswabagai pelunasan hutang
debitor. Pihak debitor tidak berhak untuk mempédralang ganti kerugian suransi

tersebut. Dalam Pasal 297 KUHD menyatakan bahwa :



“Apabila dalam suatu hipotik antara siberhutang d#rerpiutang telah
diperjanjikan bahwa jika timbul suatu kerugian yangnimpa persil yang
dipertanggungankan atau yang akan dipertanggungankang-uang
asuransi, sampai jumlah piutangnya ditambah debhgaga yang terutang,
akan menjadi gantinya hipotik tersebut, maka waliblsipenanggung,
kepada siapa janji tersebut telah diberitahukampeghitungkan ganti rugi
yang harus dibayar itu dengan si berpiutang hipotik
Dari ketentuan Pasal tersebut dapat ditarik kesiampbahwa apabila dalam suatu
hipotik antara kreditor dan debitor telah mempgigan bahwa uang ganti
kerugian asuransi digunakan sebagai gantinya Ripoiaka jika timbul suatu
kerugian atas persil jaminan pihak penanggung ddlamini adalah lembaga
asuransi wajib membayarkan ganti kerugian tersphda kreditor. Pihak debitor
tidak berhak untuk menerima uang ganti kerugiamaasui tersebut. Pembayaran
ganti kerugian tersebut akan digunakan untuk meiuhatang debitor beserta
bunganya jika terjadi kredit macet.

Klaim asuransi yang diberikan oleh pihak asurepada bank digunakan
untuk melunasi kredit debitor yang macet. Kreditanya dapat mengambil uang
ganti kerugian tersebut sebesar jumlah kredit yaggm dilunasi oleh debitor.
Apabila jumlah ganti kerugian tersebut melebihi faimkredit yang macet, maka
sisa uang ganti kerugian harus dikembalikan padbiétate Namun jika jumlah
uang ganti kerugian asuransi tersebut tidak memmulotuk melunasi jumlah
kredit debitor yang macet, maka sisa kredit yangrbedilunasi tersebut masih
tetap menjadi kewajiban debitor. Debitor masih nigmikewajiban untuk
melunasi sisa hutangnya walaupun obyek yang mejgawinan telah musnah

karena suatu risiko.
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BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan.

Berdasarkan hasil kajian yang dipaparkan dalananmémbahasan di atas, maka

dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungawaliadengan permohonan
kredit oleh debitor pada bank, kemudian bank medakuanalisis atas
permohonan kredit tersebut dengan prinsip 5C yamdjpati Charakter,
Capital, Colateral, Capacitydan Condition of economiDari hasil analisis
tersebut bank akan memutuskan menerima atau mepelakohonan kredit
tersebut. Permohonan yang dikabulkan kemudian |diastkan dengan
melakukan perjanjian kredit. Perjanjian kredit daji#buat dengan akta
notariil ataupun dengan akta di bawah tangan. Rjaja kredit bank
dituangkan dalam bentuk perjanjian bakstandard contract) Setelah
penandatanganan perjanjian kredit, dilanjutkan dengengikatan jaminan.
Pembebanan hak tanggungan meliputi dua tahap taiap pemberian hak
tanggungan dalam APHT dan tahap pendaftaran padtmiKRertanahan.

2. Begitu APHT ditandatangani oleh kedua belah pihakaka janiji
mengasuransikan obyek hak tanggungan telah merfggkatpara pihak yang
membuatnya yaitu pemberi dan penerima hak tanggun8atelah APHT
didaftarkan ke Kantor Pertanahan, maka janji mamgasikan obyek hak
tanggungan juga mengikat pihak ketiga. Hal iniuseslengan Penjelasan
Pasal 11 ayat (2) UUHT yang menyatakan bahwa janji- yang
dicantumkan dalam APHT vyang kemudian didaftarkandapaKantor
Pertanahan juga memiliki daya mengikat pihak ketigahingga pihak
asuransi sebagai penanggung risiko tersebut juti@ttelengan isi perjanjian
tersebut.

3. Akibat hukum terjadi risiko atas obyek hak tanggamgdan terjadi kredit
macet adalah pihak bank dapat mengajukan klaimaasumpada lembaga
asuransi yang bersangkutan. Uang ganti kerugiag gdnerikan oleh lembaga

asuransi tersebut akan diterima oleh bank selakuegang hak tanggungan
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yang digunakan sebagai pelunasan atas kredit depitng telah macet

tersebut.

4.2 Saran.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka pefaget memberikan
saran sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit bank dituangkan dalam bentuk gmgian baku(standard
contract). Mengingat dalam hukum perbankan kita belum ada gienan
secara jelas dan khusus mengenai pembuatan penatjaku, maka
hendaknya setiap bank dalam membuat perjanjian baipedoman pada UU
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenen&adalam Undang-
Undang tersebut pihak pelaku usaha dalam membuginpan baku diberi
batasan atau larangan yang dapat menghilangkarkdradumen dengan
tujuan untuk melindungi konsumen dari kesewenanganwgan pelaku usaha.

2. Dalam menyalurkan kreditnya, hendaknya bank set@minta agar jaminan
diasuransikan. Karena dengan ditutupnya asurada jaminan, maka jika
terjadi risiko bank akan menerima uang pengganki@rugian dari pihak
asuransi. Bank tidak perlu menanggung kerugian jikatinya dilakukan
eksekusi atas obyek hak tanggungan bila debitoprestasi.

3. Banyaknya kredit macet yang terjadi pada suatk l@kan mempengaruhi
kepercayaan nasabah atau masyarakat dalam menyohapanya pada bank
tersebut. Oleh karenanya, pejabat bank hendakrgh seelakukan analisis
secara profesional, teliti dan mendalam pada setamohonan kredit agar

terhindar dari risiko kredit macet.
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